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Single Submission (Celios, 2023). Tax holiday dan tax allowance sebagai
insentif fiskal yang diharapkan mampu meningkatkan investasi, belum
menunjukkan pertumbuhan vyang signifikan. Berdasarkan data Tax
Expenditure Report 2021, pada tiga tahun terakhir (2020-2022) jumlah Wajib ?
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Minimnya WP yang mengajukan permohonan fasilitas pajak tersebut, mengindikasikan bahwa insentif
perpajakan bukan menjadi faktor utama yang mendorong investasi di suatu negara. Global Investment
Competitiveness Report Tahun 2017/2018 menyatakan bahwa keputusan berinvestasi justru secara dominan
dipengaruhi oleh faktor-faktor non-pajak. Faktor pajak hanya berada pada peringkat 7 dari seluruh faktor-faktor
yang mempengaruhi keputusan berinvestasi (World Bank, 2017).

Tax holiday juga dianggap kurang efektif dalam menarik investasi, karena insentif diberikan setelah investor
mengeluarkan modal dalam jumlah yang banyak (Mousley et.al, 2009). Data serta beberapa kajian terdahulu,
memperlihatkan bahwa insentif pajak belum tentu dapat menarik investor untuk melakukan investasi. Faktor-
faktor pendukung lainnya di luar perpajakan justru dapat menjadi faktor utama yang menentukan minat investor
dalam berinvestasi di suatu negara. Sehingga, Komisi VI dan komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah
agar melakukan bauran kebijakan antara insentif perpajakan dengan faktor-faktor pendukung investasi lainnya
seperti stabilitas politik dan ekonomi.
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